PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN CAERAH KABUPATEN BONE 30OLANGO
NONMOR 15 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANIGASI DAN TATA KERJA

BADAN PENGAVWAS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI 8ONe BOLANGO

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kotentuan Pasal 128 ayat (1)
Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, maka susunan Crjamsasi perangkat daerah
ditetapkarn oalam Peraturan Deereh dengan memperhatikan
faktor-faktor tertentu dun berpedoman pada Peraturan

remerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangarn sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu membentux Peraturan Daerah tentang
Pembentukan Orgarisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas

Daerab Kabupaten 2one Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Unaang Nomor & Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomer 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Irdonesia Nomor 3041) sebagaimena telah diubah dengan
UUndang-Undang Wcinor 45 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1399 Nomor 69, Tambanhan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3830);






o

|

Undany-Undang Nomor 28 Tahun 1399 entang Penyelenggara
Negara yang Sersih dan Bebas cari Korupsi, Kolusi dan
Nepotismie (l.zmbzran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 73, Tarabahan l.embaran Inegara Republik Indonesia

Nomor 3651)

Undang-Undar,g Nomor 38 Tahur 2000 tentang P2mbentukan
Provinsi Gurontalo (Lambaran Negara Republik Indenesia
Tahun 2000 Nomor 288, Tamtahan Lembaian Negara

Republik Indonesia Nomor 4060);

Undang-Undang Nomeor 6 Tahuri 2003 tentang Pembentukan
Kabupater. Cone Belange dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi
Gorontalo (Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2003
Nomor 26, Tainbahan Lembaran Negaia Repubiix Indonesia

Nomor 42685);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lerabaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Unaang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lerribararn Negara Repuolik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tzmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4427) sebagaimanz telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik |ndonesia Nomor 4493);

Undang-Undang Nomeor 33 Tahun 2004 tentang Ferimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Repubiik Irdonesia Nomor 4438);






8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 4%, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3852);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2003, tentang Pedoman
Ciganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tairbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4267);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAM PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KASUPATEN BONE BOLANGO

Menetaplkan

dan
BUPAT| BONE BOLANGO
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISAS| DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

3AB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.

2. Pernerintah Daerah adalah Rupati dan Perangkat Daerah
sebagai Unsur penyeleriagara Pemerintahan Daerah
Kabupaten Bone Bolango.

3.  Dewan Peiwakilan Rakyat [izerah selanjutnya disebut DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Ralyat Daerah sebagai Unsur
penyelenggara Pemerintahon  Daerah Kabupaten Bone

Bolango.
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4, Pemerintakarn  Caerah adalah  penyelanggaraan urusan
Pemerirtahan oleh Pemearintah Daerah dan DPRD menurut
asas oiwnomi dan tugas pembantuan dengan  prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

5. Kepale Dacrah adalah Bupati Bone Bolango

6. Sekretaris Daerah adalan Sekretaris Daerah Kabupatan Bone
Bolango.

7. Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke
Daerah menurut peraturan perundang-undangan.

8. Badar, Pengawas adalah 3adan Fengawas Daerah
Kabupatan Bone Bolango.

9. Kepala Bagan adalah Kepala Badan Pegawas Daerah

Kabupaten Bone Bolango.

BAB Il
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2
Badan Pergyawas merupakan unsur pendukung tugas Kepala
Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
yang spesfilc yeng dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang
berada di pawah dan bartanggung jawab kepada Kepala Daerah
melalui Sekretaris Daarzh.

Pasal 3
Badan Pergawas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang
Pengawasan.

Pasal 4
Untuk menyeienggarakan tugas sebtagaimana dimaksud pada
Pasal 3 diatas Badan Fengawas mempgunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan feknis sesuai dengan lingkup kerjanya;

dan
b Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
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BAB Il
ORGANISASI
Pasal &
(1% Organisasi Badan Pengawas Dacrah teidiri atas :

a. Kepaia Badan;

b. Bagian Tata Usaha.

c. Bidang Pernerintahan dan Aparatur:

4. Bidang Pembaigunan dan Kesejahteraan Sosial,

¢. Bidang Keuangan dan Baan Usaha Milik Daerah; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur ©Crganizasi Badan Pengawas Daerah sebagaimana

tercantum pada lampiran Peratuian Daerahini .

Pasa! 6
Bagiar: Tata Usaha terdiri atas :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: dan

b. Sub Bagian Penyusunan Rencaria, cvaluasi dan Pelaporan.

Pasal 7
Bidang Pemarintahan dan Apzratur terdiri atas ;
a. Sub Bidang Pemerintahian dan Pertanahan, Kesbang dan Linmas;
b. Sub Bidang Pendaftaran dan Pencatatan.

Pasal 8
Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial terdiri atas :
3. Sub Bidang Pembangunan; dan
b. Sub Bidang Kesejahteraan Sosia!

Pasal 9
Bidang Keuar.gan dan Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas :
a. Sub Bidang Umum dan Periengkapan; dan

b. Sub Bidang Keuangan dan Badan lJsaha Milik Daerah,
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Pasal 10
Penjabaran tugas dar furgsi Badan Pengawas, Bagian Tata Usaha,
Bidang - bidang, Sub-sub Eidang ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah.
Pacal 11
(1) Pada organivasi Radan Pengawas dunat ditempatkan Pegawal
Negeri Sipil da'arn kelompok Jabztan Fungsionai,
(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
tugas-tugas sesuai dengan kzanlian cian kebutuhan;
Pasal 12
(1) Kelompok Jabata: Fungsiona) dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Baaan.
(2) Kelompok Jaonatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub-
sub kelompok sesuai kebutuhan.,
(3) Jumlah Jahatan Fungsional ditentukan herdasarkan sifat, jenis dan
beban kerja
(4) Pembinaan tcrhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAB I\
TATA KERCA
Pasal 13

(1) Dalam melaksanskan tugasnya Badan Pengawas, den Kelompok
Jabatan fungsional wajib menyelenggarakan koordirasi, integrasi
dan sinkronisasi balk dalam lingkurgan masing-masing maupun

antar satuan organisasi sesuailugas masing-masing

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan
Pengawas bertanggung jawab kepada Kepala Badan secara

berjenjang

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam [ngkungan Badan
Pengawas berkewaj.bar. memberikan petunjuk, bimbingan dan
pengawasan pekerjaan unsur -unsur pembantu pelaksana yang

berada dalam lingkurnigan kerjanya.
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4) Dalam melaksanakan tugasriya Badan Pengawas wajib
menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.
Pasa! 14
(1) Kepala Badan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan

yang ditetapkan olen Kepala Daerah.

(2) Kepala Badan berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan
membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur - unsur pembantu

dan pelaksana dilingkungan Badan Pengawas.
BAB
KEPEGAVVAIAN
Pasal 15

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kapala Daerah atas

usul Sekretaris Dzerah.

(2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkiungan dadan Pengawas diangkat

dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3, Jerjang jabatan dan kepangkatarn serta sistem kepegawaian diatur

sesu'ai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI
FPEMBIAYYAAN
Pasai 13

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini
dibebankan piada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bone Bolango berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaky.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Dengan berlakunva Peratuian Dae-ah ini, Keputusan Bupati Bone
Bolange Nomor 3 Tahur 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone Bolango dinyatakan

tidak berlaku lagi.
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Pasal '8
Hal-hal yang beluni dratur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan

Daerah ini akan dictur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 19

Peraturan Dacreh ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2005

diundangkan.

Agar setiap orarg mengetahuinya, memerintankan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Bolango

Ditetapkan ai Suwawa
pada tanggal 18 Juli 2005

Lo,

2P}.BUFATI BONE BOLANGO

v

"ol BENKY M.M. OINTU
N \3 (; "‘.,‘{_’,,:‘-"
?im@n di Suwcwa

pada tangg 18 Juli 2005

\
<o ;{%"%RETARI DAERAH KAEUFATEN BONE BOLANGO
U 5 T A
ET D_,"‘ gy k

a,,)w‘.,--f

o HAMRAN\Q. AW
ot W {\\ \ “/ ’

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2005 NOMOR 15 SERID
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PENCELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 15 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORCANISAS| DAN TATA KERJA
BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

. JMUM

Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut
Undang-Undang Lasar 1245 dan Undang-Undanyg Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk
menyelenggararan Ctonorni Daerah yarg lebih ditelkankan pada prinsip-prinsip
Demokrasi, peran <certa masyarakal, pemeretsan keadilan, serta dengan
mempernatikan potensi dan kearickaragaman Daerah, schingga dalam menghadapi
verkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam
menyelenggarakan Otonomi Caerah harus didukung dergan kewenangan yang luas,
nyata aan bertangqung jawah cecara profesinnal yang diwujudkan dengan

pengaturan dan pembagian Sumbar Daya dan Pctensi yanyg ada.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diaiu dalain Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan
lainnya, maka Daerah Otonomi Kabupaten Bone 3olangn dalam membentuk Badan
Pengawas Daerah sebagai urisur pelaksana otonom daerah yang mempunyai tugas
membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan,

administrasi, organisasi dan tatz laksana.

Bahwa berdasarkan ketzntuan Pasal 12¢ ayat (1) 'Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi perangkat
daerah ditetapkan dalam [Pereturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor
tetertu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan berdasarkan
pertimbangan sebagaimana cimaksud pada hal-ha! yang dielaborasi diatas, maka
Pemerintah Daerah membantuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah Kabupaten Bone Bolango.
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Il PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Masal

Cukup

Cukup

Cukup

Cukup

Cukup

Cukup

Cukup

Cukup
12

Cukup

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

Jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.
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Pasal

Pacal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

13

Cukup jelas.

14

Cukup jelas.

15

Cukup jelas.

16

Cukup jelas.

17

Cukup jelas.

18

Cukup jelas.

19

Cukup jelas.
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STRUKTUR ORGANISAS| DAN TATA KERJA
BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KAEUPATEN BONE BOLANGO
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AP} BUPATI BONE BOLANGO
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4. BONNY M.M OINTU
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